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WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATMN 
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017- 2028 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan diatur 

dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kota Palangka Raya Tahun 2017-
2028; 

1. 

2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Kota pradja Palangka Raya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2753); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4966); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5262); 

7. Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2014 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 140); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 59); 

10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 
Nomor 14); 

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 
2'014 Nomor 19); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PALANGKA RAYA, 

dan 
WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA 

TAHUN 2017-2028. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Palangka Raya menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan 
Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan unsur 
Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang 
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 
Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam bidang pariwisata. 
Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 
tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 
Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 
sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 
pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 
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11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi 
Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik 
Wisata, fasilitas umum, fasilitas 

masyarakat yang saling terkait 
kepariwisataan. 

pariwisata, aksesibilitas, serta 

dan melengkapi teiwujudnya 

12. Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya di sebut KSP adalah 
kawasan yang memiliki fungsi u tama pariwisata a tau memiliki potensi 
untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting 
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial 
dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung 
lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

13. Daya Tarik Wisata, selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu 
yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 

14. Rencana Induk Pembangunaan Kepariwisataan Kota Palangka Raya 
yang selanjutnya disebut RIPPARKOTA Palangka Raya adalah 
dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. 

15. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan 
semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan 
lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan 
memenuhi kebutuhannya. 

16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 
kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara 
individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, 
kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 

17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan 
mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan 
kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 

18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang sating 
terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

19. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta 
jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, 
sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang 
secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah 
pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. 

20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau 
jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan 
pariwisata. 
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21. Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition yang selanjutnya 
disingkat MICE adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa 
pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, 
konferensi, dan pameran. 

22. Daya Tarik Wisata Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa 
keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. 

23. Daya Tarik Wisata Budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil 
olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. 

24. Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk perjalanan 
wisata, di mana wisatawan melakukan perjalanan atau mengunjungi 
suatu tempat karena memiliki suatu minat atau motivasi khusus 
mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau 
dilakukan di sebuah lokasi wisata. 

25. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang 
selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan 

-....../ dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan 
suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana 
semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang 
diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas 
kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus 
ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, 
keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi 
pariwisata. 

"-_../ 

26. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana 
transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal 
wisatawan ke destinasi pariwisata mau pun pergerakan di dalam 
wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan 
wisata. 

27. Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, 
menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan 
secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin 
kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 

28. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja 
pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. 

29. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh 
lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan 
bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi 
standar yang dipersyaratkan. 

30. Sertifikasi Kepariwisataan adalah proses pemberian sertifikat kepada 
usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu 
daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. 
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BAB II 
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 
(1) Pembangunan kepariwisataan Kota meliputi: 

a. destinasi pariwisata; 
b. pemasaran pariwisata; 
c. industri pariwisata; dan 
d. kelembagaan pariwisata. 

(2) Pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
dilaksanakan berdasarkan RIPPARKOTA. 

(3) RIPPARKOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 
a. visi; 
b. misi; 

c. tujuan; 
d. sasaran; 

e. arah pembangunan kepariwisataan Kota; dan 
f. indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota. 

(4) Pelaksanaan RIPPARKOTA diselenggarakan dilaksanakan dalam 2 (dua) 
tahap, meliputi: 
a. Tahap I, dengan periode tahun 2017-2022; dan 
b. Tahap II, dengan periode tahun 2023-2028. 

(5) RIPPARKOTA dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun. 

Bagian Ked ua 
Visi 

Pasal 3 
Visi pembangunan kepariwisataan Kota adalah terwujudnya Kota Palangka 
Raya sebagai destinasi wisata yang maju, kreatif, dan sejahtera 
berlandaskan nilai-nilai budaya Betang. 

Bagian Ketiga 

Misi 

Pasal 4 
Misi pembangunan kepariwisataan Kota meliputi: 
a. membangun Destinasi Pariwisata, terutama komponen daya tarik 

budaya dan alam, fasilitas, dan aksesibilitas yang memenuhi standar 
pelayanan pariwisata; 

b. membangun Industri Pariwisata yang memenuhi standar pelayanan 
pariwisata, sesuai permintaan pasar wisata dengan tidak menurunkan 

kualitas budaya dan lingkungan setempat; 

IUII 
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c. membangun sistem pengelolaan pariwisata yang tangguh dan akuntabel, 
sehingga mampu mengelola pariwisata Kota secara berkesinambungan 
dan konsisten; 

d. membangun pasar dan pemasaran pariwisata berdasar pada asas 

kejujuran informasi melalui promosi pariwisata yang logis dan strategis; 
dan 

e. membangun sumberdaya manusia Industri Pariwisata, masyarakat, dan 
pemangku kepentingan yang mempunyai etos dan budaya pariwisata 
untuk memberikan pelayanan, penjelasan, dan mempertahankan 
kebanggaan dan kesinambungan terhadap pariwisata. 

Bagian Keempat 

Tujuan 
Pasal 5 

Tujuan pembangunan kepariwisataan Kota adalah: 

,.__. a. meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata Kota agar mampu 
meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan 
kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai budaya 
Betang; 

b. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan 
perekonomian Kota melalui peningkatan investasi, mendorong 
terjalinnya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan 

tetap mengacu pada pembangunan berkelanjutan; 
c. mensinergikan tata kelola Lembaga Kepariwisataan secara maksimal 

membangun Industri, Destinasi, dan Pemasaran Pariwisata secara 
profesional, efektif, dan efisien; dan 

d. mengoptimalkan peran media dan asasiasi pariwisata untuk lebih 
..J cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra 

destinasi dan menarik kunjungan wisatawan. 

Bagian Kelima 

Sasaran 
Pasal 6 

(1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kata meliputi: 
a. terwujudnya peningkatan kualitas Destinasi Pariwisata Kota untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Praduk Domestik Regional 
Bruto, dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan 

nilai budaya Betang; 
b. terwujudnya Industri Pariwisata yang menggerakkan perekonomian 

Kata melalui peningkatan investasi, mendorong terjalinnya 
kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap 
mengacu pada pembangunan berkelanjutan; 
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c. terwujudnya sinergi tata kelola Lembaga Kepariwisataan untuk 
membangun Industri, Destinasi, dan Pemasaran Pariwisata secara 
profesional, efektif, dan efisien; dan 

d. terwujudnya optimalisasi peran media dan asosiasi pariwisata untuk 
lebih cermat, efektif dan efisien dalam pemasaran untuk 
meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan wisatawan. 

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicapai secara bertahap 
dengan tahapan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keenam 
Arah Pembangunan 

Pasal 7 
Arah pembangunan kepariwisataan Kota meliputi: 
a. 
b. 

C. 

d. 

e. 

prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan; 
orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, 
pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan; 
dilaksanakan dengan tata kelola yang baik; 
dilaksanakan secara terpad u secara lintas sektor, daerah, dan pelaku; 
dan 

dilaksanakan dengan mendorong kemitraan antar sektor. 

Pasal 8 
Arah pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program 
pembangunan kepariwisataan Kota. 

BAB III 
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA 

Pasal 9 
Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata di Kota terdiri atas: 

a. perwilayahan destinasi pariwisata; 
b. pembangunan daya tarik wisata; 
c. pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; 
d. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan 
e. pembangunan investasi di bidang pariwisata. 

Bagian Kesatu 
Perwilayahan Destinasi Pariwisata 

Pasal 10 
(1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwilayahan destinasi 

pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa 
KSP. 

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas pengembangan: 
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a. KSP 1-KSP Sei Gohong, dengan tema pengembangan pariwisata 
Konservasi 

b. KSP 2-KSP Tumbang Tahai, dengan tema pengembangan pariwisata 
Edukasi ( pendidikan budaya, pendidikan konservasi) 

c. KSP 3-KSP Pahandut, dengan tema pengembangan pariwisata 
Rekreatif ( wisata kuliner, wisata keluarga) 

d. KSP 4-KSP Kalampangan, dengan tema pengembangan pariwisata 
berbasis lingkungan atau Ekowisata 

(3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 11 
(1) Pengembangan KSP 1-KSP Sei Gohong sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa pengembangan DTW yang terdiri atas: 
a. Hu tan Ulin Mungku Baru 
b. Sandung Bawi Kuwu 
c. Hutan Pendidikan 

(2) Pengembangan KSP 2-KSP Tumbang Tahai sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa pengembangan DTW yang terdiri 
atas: 
a. Desa Wisata Sei Gohong 
b. Desa Wisata Kanarakan 
c. Pulau Kaja 

d. Sei Batu 
e. Pura Sali Paseban Batu 
f. Bukit Karmel 
g. Batu Banama 
h. Perkemahan Nyaru Menteng 
i. TWA Bukit Tangkiling 
j. Danau Tahai 

(3) Pengembangan KSP 3-KSP Pahandut sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa pengembangan DTW yang terdiri atas: 

a. Susur Sungai Kahayan 
b. Tajahan Tjilik Riwut 
c. Betang Mandala Wisata 
d. Museum Balanga 
e. Pasar Blauran 
f. Souvenir shop 
g. Monumen Soekarno 
h. Kawasan Kuliner di Flamboyan 
i. Danau Hanjulutung 
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(4) Pengembangan KSP 4-KSP Kalampangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (2) huruf d berupa pengembangan DTW yang terdiri atas: 
a. Makam Ku bah Kuning 

b.Danau Tundai 

c. Desa Kereng Bangkirai 
d.Perkemahan Tuah Pahoe 
e. Sandung Ngabe Sukah 

f. Sungai Koran ( bagian dari TN Sebangau) 

Bagian Ked ua 

Pembangunan Daya Tarik Wisata 
Pasal 12 

(1) Daya Tarik Wisata di Kota Palangka Raya meliputi: 
a. Daya Tarik Wisata a1am; 

b. Daya Tarik Wisata budaya; dan 

c. Daya Tarik Wisata hasil buatan. 

(2) Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas: 
a. Batu Banama 

b . Sungai Koran (bagian dari TN Sebangau) 

c. TWA Bukit Tangkiling 

d. Pulau Kaja 
e. Danau Tundai 
f. Danau Tahai 

g. Hutan Ulin Mungku Baru 
h. Hutan Pendidikan 

i. Sei Batu 
j. Danau Hanjulutung 

'-./ (3) Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 

a. Betang Mandala Wisata 

b. Museum Balanga 

C. Bukit Karmel 

d. Sandung Bawi Kuwu 

e. Sandung Ngabe Sukah 
f. Pura Sali Paseban 
g. Makam Kubah Kuning 

h. Tjajahan Tjilik Riwut 
i. Desa Wisata Sei Gohong 

j. Desa Wisata Kanarakan 
k. Arsitektur, jenis bangunan dan ragam hias tradisional khas Dayak 

1. Ragam aneka sajian kuliner khas: juwu dawen paria, juwu dawen 

sayur dan singkong, aneka masakan ikan air tawar, hindangan khas 
Suku Dayak 
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m. Festival Budaya Isen Mulang, Tiwah, Bantaran Sungai Kahayan, 

Festival Danum, Mamapas Lewu 

n. Ragam sajian jenis alat musik dan tarian khas Kota Palangka Raya 

o. Ragam jenis seni ukir, seni lukis, seni bela diri dan senjata 
tradisional 

(4) Daya Tarik Wisata hasil buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
h uruf c terdiri atas: 
a. J embatan Sungai Kahayan 

b. Bumi Perkemahan Nyaru Menteng 
C. 

d. 
Bumi Perkemahan Tuah Pahoe 
Pasar Blauran 

e. 
f. 

g. 

Monumen peletakan batu oleh Presiden RI, Ir. Soekarno 

Pusat perbelanjaan souvenir khas Dayak di jalan Batam 

Kolam renang 
h Golf Course 

i. Kawasan Bundaran Besar di Kota Palangka Raya 

Pasal 13 

(1) Strategi untuk melaksanakan pembangunan Daya Tarik Wisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: 

a. mengembangkan kepariwisataan Kata dalam struktur tata ruang 

pariwisata terpadu; 

b. pengembangan sistem keruangan wisata terpadu melalui 
pembentukan KSP dengan tema pengembangan khusus; dan 

c. pengembangan ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata. 

(2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi: 
a. perencanaan pembangunan KSP; 

b. pembangunan dan pengembangan KSP; dan 

c. pengendalian pembangunan KSP. 

Paragraf 1 
Perencanaan Pembangunan KSP 

Pasal 14 
Perencanaan pembangunan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (2) huruf a meliputi: 
a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan 

Strategis Pariwisata Daerah; dan 
b. menyusun regulasi tata bangunan, tata lingkungan, dan transportasi 

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. 
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Paragraf 2 
Pembangunan dan Pengembangan KSP 

Pasal 15 
(1) Pembangunan KSP dilakukan secara terpadu dan sinergi antara 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, pelaku usaha, dan 
masyarakat. 

(2) Pemberian izin terkait pembangunan di KSP dilakukan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan. 

Pasal 16 
Pembangunan Daya Tarik Wisata di KSP meliputi: 
a. 

b. 

C. 

d. 

perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong 

pertumbuhan KSP dan pengembangan daerah; 
pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya 
saing dan daya tarik; 
pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya 
tarik wisatawan; dan 
revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, 
keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada KSP. 

Pasal 17 

Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara: 

a. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata; dan 

b. mengembangkan inovasi Daya Tarik Wisata untuk mendorong 
percepatan perkembangan KSP. 

Pasal 18 

( 1) Arah pengembangan Daya Tarik Wisata melipu ti: 
a. kawasan Sei Gohong dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata 

Konservasi; 
b. kawasan Tumbang Tahai dan sekitarnya sebagai kawasan pariwisata 

Edukasi; 
c. kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai kawasan 

pariwisata Rekreatif; 
d. kawasan Kalampangan dan sekitamya sebagai kawasan pariwisata 

Ekowisata. 
(2) Arah kebijakan 

dimaksud pada 

pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana 

ayat ( 1), dilaksanakan berdasarkan prinsip 

pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Pasal 19 
Pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara: 
a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial di KSP; 
b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada 

prinsip pembangunan berkelanjutan; 
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c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak 
kegiatan kepariwisataan; dan 

d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang 
wilayah. 

Pasal 20 

(1) Pengembangan kawasan Sei Gohong dan sekitarnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dengan cara: 
a. mendorong pergerakan wisatawan ke Sei Gohong dengan cara 

mengoptimalkan kegiatan pariwisata perdesaan untuk mempercepat 
tumbuhnya perekonomian masyarakat setempat; 

b. memperbanyak kegiatan ekonomi kreatif, kerajinan, dan budaya 
lokal di kawasan Sei Gohong sebagai desa wisata; dan 

c. mengembangkan paket wisata pedesaan Sei Gohong secara terpadu. 
(2) Pengembangan Tumbang Tahai dan sekitarnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dengan cara: 
a. mengembangkan kawasan TWA Bukit Tangkiling sebagai kawasan 

konservasi; 
b. mengembangkan kawasan Danau Tahai sebagai kawasan wisata 

rekreatif; dan 
c. mengembangkan kemitraan untuk pengembangan wisata edukasi 

bidang penyelamatan primata. 
(3) Pengembangan kawasan Kota Palangka Raya dan sekitarnya sebagai 

kawasan wisata kuliner, sejarah dan buatan sebagaimana dimaksud 
Pasal 18 ayat (1) huruf c, dengan cara: 
a. mengembangkan kawasan Flamboyan sebagai pusat kegiatan wisata 

kuliner; dan 
b. mengembangkan kawasan arena rekreasi buatan sebagai pendukung 

wisata susur sungai Kahayan. 
~ (4) Pengembangan kawasan Kalampangan dan sekitarnya sebagai kawasan 

wisata berbasis ekowisata dan wisata tirta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat ( 1) huruf d, dengan cara: 
a. mengembangkan kawasan Danau Tundai sebagai kawasan wisata 

tirta; 
b. mengembangkan kawasan Kereng Bangkirai sebagai kawasan wisata 

tirta; dan 
c. mengembangkan kerjasama dengan TN Sebangau sebagai kawasan 

ekowisata. 

Paragraf 3 
Pengendalian Pembangunan KSP 

Pasal 21 

( 1) Pengendalian pembangunan di KSP dilakukan melalui penegakan 

regulasi dan pengawasan. 
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(2) Penegakan regulasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan penegakan daerah. 

(3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang membidangi urusan pengawasan daerah. 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata 
Pasal 22 

(1) Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata meliputi: 
a. pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan KSP; 
b. peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing 

KSP;dan 

c. pengendalian pembangunan di KSP. 
(2) Pembangunan aksesibilitas dan/ atau transportasi pariwisata, meliputi: 

a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan 
pariwisata; 

b. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung 

pengembangan pariwisata; dan 

c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung 
pengembangan pariwisata. 

(3) Penanggungjawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi 
dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan kepariwisataan. 

Pasal 23 

Pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan KSP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, dengan cara: 
a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum 

dan pariwisata; 
b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas 

pendukung pariwisata atas inisiatif pelaku usaha; 
c. pengembangan fasilitas pemenuhan kebutuhan wisatawan 

berkebutuhan khusus; dan 
d. pengembangan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan 

dan meningkatkan daya saing KSP. 

Pasal 24 
Peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing KSP 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, dengan cara: 
a. pengembangan dengan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan 

pelaku usaha; dan 
b. pengembangan dengan skema kemandirian pengelolaan. 
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Pasal 25 

Pengendalian pembangunan di Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. penyusunan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; 
b. penegakan peraturan perundang-undangan; dan 
c. pemberian insentif dan disinsentif untuk pembangunan fasilitas 

pariwisata. 

Pasal 26 
(1) Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan 

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, 
dengan cara: 
a. mengembangkan transportasi darat yang nyaman dan aman di KSP; 

dan 
b. mengembangkan fasilitas sarana pedestrian yang ramah terhadap 

kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. 
(2) Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung 

pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) huruf b, dengan cara: 

a. merevitalisasi sarana angku tan massal; dan 
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas moda angkutan massal. 

(3) Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan 
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, 
dengan cara: 

a. meningkatkan akses ke dan dari KSP; dan 
b. memperluas jaringan transportasi ke dan dari KSP. 

Bagian Keempat 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan 

Pasal 27 
Pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan dilakukan dengan: 
a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan 

bidang Kepariwisataan; 

b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan 
c. penguatan kesadaran wisata masyarakat. 

Pasal 28 

(1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan 
bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, 
dengan cara: 
a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 

kepariwisataan; dan 
b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata. 
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(2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara 
meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk 

sebagai penunjang sektor pariwisata. 
(3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan, 

dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona. 

Bagian Kelima 
Pembangunan Investasi Bidang Kepariwisataan 

Pasal 29 
Arah kebijakan pembangunan investasi bidang pariwisata meliputi: 

a. peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata; dan 

b. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata. 

Pasal 30 

(1) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan dengan 

cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat 

investasi di sektor pariwisata. 

(2) Strategi peningkatan promosi investasi bidang pariwisata sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dengan cara: 
a. Menyediakan infonnasi peluang investasi destinasi pariwisata; 

b. Meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam dan luar 
negeri; dan 

c. Meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan 
sektor terkait. 

BAB IV 

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KOTA 

Pasal 30 

Pembangunan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan melalui: 
a. pemasaran terpadu; dan 

b. pengembangan promosi destinasi tematik. 

Pasal 31 

(1) Pemasara:n terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, 
dengan cara: 

a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku 
kepentingan pariwisata; dan 

b. mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan tanggung 

jawab terhadap masyarakat, sumber daya Iingkungan, dan 
wisatawan. 
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(2) Pengembangan promosi destinasi tematik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 huruf b, dengan cara: 
a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi berbasis tema tertentu 

antar pemangku kepentingan; dan 
b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis tema tertentu yang 

menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya 

lingkungan, dan wisatawan. 

BABV 

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA 

Pasal 32 
Pembangunan Industri Pariwisata, meliputi: 
a. peningkatan kualitas dan diversifikasi produk usaha pariwisata; 
b. peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif dalam mendorong 

pengembangan usaha pariwisata; dan 
·"---,/ c. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan 

menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan. 

Pasal 33 

(1) Peningkatan kualitas dan diversifikasi usaha pariwisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dengan cara: 
a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan 
b. menciptakan iklim usaha yang kondusif. 

(2) Peningkatan fasilitasi, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha 
pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan cara: 
a. pengembangan sistem dan skema fasilitasi, regulasi dan insentif 

untuk usaha pariwisata; 
b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Kepariwisataan dengan 

cara mengembangkan regulasi investasi di bidang pariwisata; dan 
c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di KSP. 

(3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 huruf c, dengan cara: 
a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor; 
b. mengembangkan pola kerja sama untuk keadaan darurat; dan 
c. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam 

mendukung usaha Kepariwisataan. 

BAB VI 

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA KOTA 

Pasal 34 
Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi: 
a. koordinasi antar Kementerian, Dinas dan antar kabupaten/kota lain; 

dan 

11111111 



- 18 -

b. optimalisasi organisasi Kepariwisataan di lingkup Pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat. 

Pasal 35 

(1) Koordinasi antar Kementerian, Dinas dan antar kabupaten/kota lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui 
koordinasi lintas sektor dengan mengintensifkan komunikasi antar 

sektor. 
(2) Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan di lingkup Pemerintah, pelaku 

usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, 

dengan cara: 
a. menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan 

akselerasi pembangunan Kepariwisataan melalui kemitraan antar 

pelaku usaha dan Pemerintah; dan 
b. mengembangkan dan reorientasi organisasi di pelaku usaha dan 

masyarakat pada bidang pariwisata. 

BAB VII 
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATMN KOTA 

Pasal 36 

( 1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya 

dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kota Palangka Raya. 

(2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan prinsip: 
a. berorientasi pada keuntungan jangka panjang; 
b. manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal; 
c. pelestarian sumber daya kepariwisataan alam maupun budaya; 
d. kesesuaian dengan kondisi dan karakteristik setempat; 
e. keselarasan yang sinergis antara kebutuhan wisatawan dan 

masyarakat serta keterbatasan daya dukung; 

f. keseimbangan kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat; 
g. kesetaraan kedudukan masyarakat; dan 
h. pengendalian dalam penyelenggaraan kepariwisataan. 

(3) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat 
program aksi, tahun pelaksanaan, dan instansi pelaksanaan tercantum 

dalarn Larnpiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

BAB VIII 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 37 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan RIPPARKOTA. 
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(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan cara: 
a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; 

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang 
Kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran 

Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan sumber daya 

manusia Kepariwisataan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka 

'------ Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 22: Juni 2017 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada 'tanggal 22 Juni 201 

A, 

ARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

N DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 11: 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! 
KALIMANTAN TENGAN NOMOR: 11, 41/2017 
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Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

- 21 -

Yang dimaksud dengan "Daya Tarik Wisata budaya" antara lain 
living culture, festival, kuliner, sejarah dan religi. 

Yang dimaksud dengan "Ragam aneka sajian kuliner khas Dayak" 
antara lain juwu dewe paria, juwu dewe sayur dan singkong, dan 
aneka masakan ikan air ta war. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Ayat (1) · 

Yang dimaksud dengan "ekonomi kreatif" antara lain seni budaya, 
kuliner, souvenir, teknologi informasi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 
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Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cuku p jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
/ 

Cukup jelas. 
,.._____,, 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

'-._../ 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
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Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cuku p jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 
NOMOR ... .7.. 

lllllli 
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NO. TAHAPAN 
KO:tvfPONEN 

PENGE:rvIBANGAN 

1 Tahapan I Destinasi • 
2017-2022 

• 

• 

• 

• 

• 

• -- Industri • 
• 
• 

• 

1 
( 

LAMPIRAN I 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 11 TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATMN 

DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017- 2028 

Tabel 
Tahapan Pengembangan 

URAIAN 

Pengembangan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing dan akselerasi perkembangan 
pariwisata di Palangka Raya. 
Pengembangan atraksi & fasilitas desa-desa wisata di Palangka Raya sebagai destinasi alternatif guna 
meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya. 
Pengembangan infrastruktur dan moda transportasi penunjang ke dan dari objek wisata untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata . 
Pengembangan sarana penunjang fasilitas wisata di destinasi wisata untuk meningkatkan kenyamanan 
& kepuasan wisatawan di objek wisata. 
Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat sebagai tuan rumah, baik di desa-desa wisata 
ataupun di sekitar objek wisata. 
Penyusunan Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Daerah sesuai arahan 
pengembangan yang telah ditetapkan. 
Pengelolaan serta penguatan tindakan pelestarian sumber daya wisata dan lingkungan di objek dan atau 
di desa-desa wisata . 
Pengembangan kemitraan antar para pelaku industri wisata. 
Pengembangan fasilitasi, resrulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata . 
Pengembangan prosedur dan mekanisme tanggungjawab sosial industri wisata bagi penguatan 
kapasitas dan lingkungan masvarakat di sekitar objek wisata dan atau desa-desa wisata. 
Pengembangan standarisasi dan sertifikasi SDM dan Industri di bidang usaha jasa pariwisata 
mengantisipasi dijalankannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. 



-

( 
3 

( 

LAMPIRAN II 

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 

NOMOR 11:ftfAHUN 2017 
TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATMN 
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017- 2026 

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA 



( ( 
2 

NO. TAHAPAN 
KOMPONEN 

URAIAN 
PENGEMBANGAN 

Kelembagaan ■ Penguatan peran Badan Promosi Pariwisata Kota Palangka Raya dan asosiasi pariwisata lainnya dalam 
melakukan promosi destinasi secara optimal. 

■ Pengembangan dan penguatan lembaga pengelola desa wisata dan Pokdarwis. 
■ Pengembangan kompetensi SDM terkait dengan Kapasitas dan Ketrampilan pada beberapa asosiasi 

yang sudah ada dan yang perlu dibentuk: HPI, ASIT A, PHRI, Polisi Pariwisata, Badan Pengembangan 
Promosi Kota. 

Pemasaran ■ Pengembangan model pemasaran kepariwisataan guna memperluas pasar wisata, baik Wisnus atau 
Wisman. 

■ Pengembangan strategi dan materi serta content promosi yang up date, komprehensif dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa asing lainnya. 

■ Pengembangan media promosi yang dipergunakan, baik secara elektrik (IT) ataupun non Elektrik. 
• Pengembangan citra kepariwisataan Kota Palangka Raya sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman 

dan berdaya saing . 
2 Tahapan II Destinasi • Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai destinasi yang inovatif, aman, nyaman, dan menarik serta 

2023-2028 mudah dijangkau ditunjang dengan lingkungan yang terjaga sehingga mampu meningkatkan PAD dan 
kesej ahteraan masyarakat. 

Industri ■ Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, 
dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budava. 

Kelembagaan ■ Terwujudnya organisasi kepariwisataan level pemerintah dan masyarakat, regulasi dan mekanisme 
operasional yang efektif dan efisien mma mendorong kepariwisataan berkelanjutan. 

Pemasaran ■ Terwujudnya pemasaran yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan 
dan lama tinggal wisatawan. 

-
~ 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 1t TAHUN 2017 

TENTANG 
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATMN 
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2028 

INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEP ARIWISAT AAN KOTA P ALANGKA RAY A 

AR.AfI KEBDAKAN I: Pen~ncanaa!l peh1!8H_gurian Kawa~a.n~J:>~wisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Kqta Palangka Raya .· · · · 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

NO. 

1. 

2. 

Menyusun rencana induk 
dan rencana detail 
pembangunan Kawasan 
Pariwisata dan Kawasan 
Strategis Pariwisata; 

Menyusun rencana induk 
dan rencana detail 
pembangunan Kawasan 
Pariwisata dan Kawasan 
Strategis Pariwisata; 

INDIKASI PllOGRAM 

1.1. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Pariwisata 
Kota Palangka Raya 

1.2. Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis 
Pariwisata Kota Palangka Raya 

2.1 . Pengembangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada 
daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kota 
Palangka Raya 

TAHAPAN 
(per 2 tahun) 

quJ.::tv r ·. v 

. . ·- .· 

PENANGGUNG 
J,\WAB · 

Bappeda 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 
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~ ,~f~:i: .·•. · .. ~¢rie~al{atj :~~gµl~s,i-1;>gm,p~~ija11_~wa.saµ~!f~Wi$ata~ap.K!_w.~sa11.Sfr~tegisfij!wis.~~1f t<pt#<1~W.a.~g~a,.•~y~ 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

NO .. 

1. Monitoring dan pengawasan 
oleh Pemerintah Kota 
Palangka Raya terhadap 
penerapan Rencana Detail 
Kawasan Pariwisata dan 
Kawasan Strategis Pariwisata 

:-,.. ·:- ' .,· a: · :_. \ '•.: __ : ,·_. ' 

INDJKASlPI{O.GRAM 

1.1. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana induk Kawasan 
Pariwisata Kota Palangka Raya 

1.2. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Kawasan 
Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya 

1.3. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan 
lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis 
Kota Palangka Raya 

1.4. Penetapan Regulasi Rencana Induk Kawasan Pariwisata Kota 
Palangka Raya 

1.5. Penetapan Regula~i Rencana Detail Kawasan Strategis Pariwisata 
Kota Palangka Raya 

1.6. Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan Dan Lingkungan pada 
daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Kota 
Palangka Raya 

PEN~GOIJN(t 
f~WAil . 

Bappeda 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang 
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Ait.AJl.I@!llJ~ '.l: _ J>eng~ndali~fritlip(e111¢t1t~~iPell'lb~ngt.11l~\Ya~~Wis.ata.:d~ ijijwasa,tl Sti'a,tegi,s tli,riW$,$(~ Kot~p~Iingk~:8.ayct. 
n di atas diia 

STRATEGI lNDil{ASlP:k.OG~ 

1. I Peningkatan koordinasi antara 1.1 . Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Kawasan 
Pemerintah Daerah, pelaku Pariwisata Kota Palangka Raya, dan Kawasan Strategis Pariwisata 
usaha, dan masyarakat Kota Palangka Raya 

i-----------------------------
1. 2. Penyusunan standar operating penyebaran informasi dan publikasi 

Peraturan tentang Kawasan Pariwisata Kota Palangka Raya, dan 
Kawasan Strategis Pariwisata Kota Palangka Raya kepada 
masyarakat dan pelaku usaha pariwisata 

PE~~~<>·.·· 

Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik 
dan Persandian 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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A. PEMBANGUNAN DESTINASI 

ARAH:KEBIJ AKAN l: P~p¥~1ll~an.~an q~ya,taiik wisata dalaJn• tan~¥a fuendotong pertumbuh~n ~awasa11¥ariviiga.ta.Kota Palanwca Raya '.sert:a 
p~µg~ritb:~I);gan 4~¢rai:t · · · · · · · · · 

Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

' NO. 

1. 

2. 

Mengembangkan daya tarik 
wisata di kawasan 
pariwisata yang belum 
berkembang 
kepariwisataannya 

Memperkuat upaya 
pengelolaan sumber daya 
wisata dan lingkungan 
dalam mendukung upaya 
pengembangan kawasan 
wisata 

·: .. : · :~:-:-: ·._ ::':_,.·_. 

:{OGRAM 

1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya 
dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (mass market) 

1.2. Fasilitasi perencanaan dan pengembangan sarana prasarana dasar 
di kawasan yang belum berkembang 

1.3. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu 
dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar objek 

1.4. Fasilitasi dan pemberian arahan bagi masyarakat setempat 
mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan 
community based tourism. 

1.5. Fasilitasi para pelaku usaha dalam rangka pengembangan kawasan 
pariwisata 

Penguatan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan terhadap 
sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ 
budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata 

PENANGGIJNG 
JAWAD 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

TN Sebangau 
Dinas Lingkungan 
Hidup 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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~ Igt13lJA:({A.1'{ 7:··· ·.·. .••.·.J>:~~pa..~@h~ d~ya·t~.wiSAta µµtu,~ riie.#ingtca.\fqui@Jtllitij .Pfodµk •~satagufui men~rik miritif,8':J~y~ita.s ·_. 
<Pa~­

Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strate12:i dan indikasi program sebagai berikut: 

NO: 

l, 

2. 

Mengembangkan inovasi 
manajemen produk dan 
kapasitas daya tarik wisata 
untuk mendorong akselerasi 
perkembangan kawasan 
pariwisata kota Palangka 
Raya 

Memperkuat upaya 
konservasi sumber daya 
wisata dan lingkungan 
dalam mendukung 
intensifikasi daya 

-~~SrPit()~f{AM . 
1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya 

meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan 
komparatif masing-masing daya tarik wisata 

1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan 
daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, 
maupun nasional dan internasional 

1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi 
daya tarik wisata 

2.1. Pengawasan pembangunan dan konservasi sumber daya 
kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam/ budaya) di 
sekitar lokasi daya tarik wisata 

· p11J1'tootJ¼rd 
-·· .. .J:A-wA.a·J> 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

TN Sebangau 
Dinas Lingkungan 
Hidup 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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AR.AH KEBIJAKAN ~ P¢n:iat1f~pan d11ya_t~ wisata. untuk tneningk~tkarltla.ya saing pfodukdalar11 m.¢~ar:ikl¼tiJµµgaJt. ul~_g . (repeatif.)~({tti:l.$¢gri1¢rt 
· pa$a,:y~ngJ~bih luas · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · 

Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

NO. 

I. 

2. 

Mengembangkan 
diversifikasi atau 
keragaman daya tarik 
wisata dalam berbagai 
tema terkait 

Memperkuat upaya 
penataan ruang wilayah 
dan konservasi sumber 
daya wisata dan 
lingkungan dalam 
mendukung diversifikasi 
daya tarik wisata 

INDIKA.SIPROGR.AM 

I.I. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (hard­
soft attraction) pada manajemen atra.ksi daya tarik wisata a.lam, 
budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan 
massal dan segmen ceruk pasar. 

1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di 
sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam 
manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi 

1.3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi 
daya tarik wisata 

2.1. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, 
dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung 
keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di Kota Palangka Raya 

:· : · ·: ·· ·:· ' .• ··: . :: :· · '· :,' .' : ; 

. PENANQGWG 
. JAwAB · 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 
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Allf\I{JmJ;3tr~4: ·.·_· . ~~Yit,iµJsasf~#ytt tarif\Visata ijalarti#MY, Pi~~~~,ta~ l<ltalitas; kel)ertanJut~: 4an·daYa·~_aitigptodtifpan .•· ··J(awasatl 
Jl~nw'isataJ)- . -· . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. 

2. 

Revitalisasi struktur, elemen 
dan aktivitas yang menjadi 
penggerak kegiatan 
kepariwisataan pada daya 
tarik wisata 

-INUIKA.$1,R.Oc:tl . 

1.1. Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even 
khusus yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan 
wisatawan ke Kota Palangka Raya 

1.2. Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang 
berbasis teknologi 

1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan 
daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks 
regional, nasional dan intemasional 

1.4. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk 
meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi 
daya tarik wisata 

Memperkuat upaya penataan 12.1. 
ruang wilayah dan 

Peningkatan Pengawasan pembangunan, pengendalian 
pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk 
mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya 
tarik wisata Kota Palangka Raya 

konservasi sumber daya 
wisata dan lingkungan 
dalam mendukung 
revitalisasi daya tarik dan 
kawasan di sekitamya 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Lingkungan 
Hidup 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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B. PEMBERDAYAANMASYARAKAT 

·,MAH ~Bi;tAKA.N·t · .. Pertlhg~at~ t{~p~sita~-.M~~yai~at daJ@~.P~hi~~guna#Bi~a.rtg l<epat"iw_isataan 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

NO. S:I'IU\TEGI: 
:' :· ·:• .. ·-·_--. ·. - _ _ _. · .. , 

. --•,.:INDffeijrFi.<>Q.~ 
I. IMengembangkan Keterlibatan 1. I. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat dalam 

masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 
pengembangan kepariwisataan 1.2. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat 

dalam pembangunan kepariwisataan 

2. IMenguatkan kelembagaan 
masyarakat dalam 
pengembangan pariwisata 

2.1. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam 
pengembangan kepariwisataan 

2.2. Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam 
pembangunan kepariwisataan 

ARA.If'KEJJIJAKAN•·2: J>~nin~atanUsaha'El<:Oncimi$ty~t.ifdi~iqa.rig l<ep~aan 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

NO. 

1. IMeningkatkan kapasitas/skill 1.1. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang 
serta produk layanan usaha dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 
ekonomi kreatif masyarakat di 1.2. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang 
bidang pariwisata dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 

2. IMengembangkan regulasi yang 12.1. Peningkatan kapasitas organisasi UMKM dalam pengembangan 
berorientasi untuk mendorong usaha berbasis kerakyatan 
perkembangan usaha ekonomi 
kreatif yang dikembangkan 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Dinas Koperasi dan 
UKM 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Dinas Koperasi & 
UKM 
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~·• .. JfflBJJ.AI{A.N".·l: Pe11i*gl,s~tAA:Prqiriq_s)Jr1vesta~•4i13i,µ~µg)I~~~~i~ 
Arab kebiiakan di atas diiabar 

No 

1. 

2. 

STR.ATEGI 

Menyediakan informasi 
peluang investasi di kawasan 
pariwisata 

Meningkatkan promosi 
investasi Kota Palangka Raya 
di bidang pariwisata di dalam 
negeri dan di luar negeri 

1.1. Penyediaan informasi profit investasi kota Palangka Raya 

2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata 
yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama 
tinggal 

2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di Kota 
Palangka Raya 

2.3. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan 
pengembangan di Kota Palangka Raya 

2.4. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, 
elektronik, dan internet 

2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan. 

2.6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi 
pariwisata di Indonesia 

2.7. Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara 
potensial 

3. IMeningkatkan sinergi promosi 13.1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi 
penanaman modal di bidang 
pariwisata dengan sektor 
terkait 

·JiENAN~UNG 
··.tAWAH 

inas Penanaman 
Modal&PTSP ~ 

iiiiillii 
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C. INVESTASI PARIWISATA 

~ .l(E~LJ~J: ·11emµgicataz1ltjs~ritif Investasi 13Id~g.•P~iwisafa .se~iiaidet)!tfl.Ji:J>~rijtl.lranlfortfrni~:#J?.~~tiija~•· ..... 

1. 

n di atas diiabarka 

.STilA.'i'EGl 

Meningkatkan perbaikanjasa 11.1. 
pelayanan pajak untuk 
investasi Penanaman Modal di 11.2. 
sektor pariwisata 

Kemudahan pengurusan dan penurunan biaya visa bagi 
Penanaman Modal Asing 
Pemberian fasilitas pajak penghasilan kepada bidang-bidang 
usaha di sektor Pariwisata 

1.3. Perbaikan jasa pelayanan pajak untuk meningkatkan kesadaran 
Penanaman Modal akan pentingnya pembayaran pajak. 

AMJllCII~lJAf<AN 2: .• .· :E>~ningkJJan Kemudahall Izw~stasi d~·Biqa.11g E~iyvis~ta 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

1. IMengembangkan de-
birokratisasi investasi di 
bidang pariwisata 

2. IMengembangkan Deregulasi 
peraturan yang menghambat 
perizinan / kontrak kerja 

11.1. 

1.2. 

2.1. 

INDIKASI PROGRAM 

Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk 
meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata 
Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi 
di bidang pariwisata 
Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja 

·~~~~µNG ··, ~1w~rr 

Dinas Pengelolaan 
Pajak & Retribusi 
Dinas Pengelolaan 
Pajak & Retribusi 

'f AIV\PAl'J > ··•···· >:I PEN~("i(ilJNG 11 I III i TV l V . . . :tAWAll. . 
Dinas Penanaman 
Modal&PTSP 
Dinas Penanaman 
Modal&PTSP 
Dinas Tenaga Kerja 

-
-
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NO, STRATEGI 

oleh masyarakat 2.2. Peningkatan kapasitas UMKM pariwisata dalam kontribusinya 
bagi sektor pariwisata Kota Palangka Raya 

Aly\H· KEBIJAI{i\N .3: P~Egu~~ ·I<esijd*~iWisataMasyaralcat 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

No 

1. 

2. 

STltATEGl 

Meningkatkan pemahaman, 
dukungan dan partisipasi 

I. 1. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat sekitar 
objek wisata 

masyarakat dalam 1.2. Pengembangan media kampanye tentang sadar wisata 

me':°judka? s~pta peson_a bagi 1.3. Pembinaan dan penataan kawasan wisata ~an komunitas 
terc1ptanya 1khm kondus1f masyarakat yang mencerminkan prinsip sadar wisata/sapta 
kepariwisataan kota Palangka pesona 

Raya 1.4. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga 

Meningkatkan motivasi, 
kesempatan dan kemampuan 
masyarakat dalam mengenali 
potensi dan mendorong upaya 
peningkatan kreativitas dalam 
mengemas sebagai potensi 
wisata 

2.1. 

2.2. 

masyarakat/pemerintah desa mendukung pengembangan 
pariwisata 

Peningkatan Insentif dan kemudahan bagi masyarakat lokal 
terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha 

Pemberian bantuan modal dalam rangka pengembangan 
masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata 

PEN~GqUNG 
iAWAB 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Dinas Kebudayaan & 
Pariwisata 
Dinas Koperasi & 
UKM 

.,Dinas Kebudayaan & 
Pariwisata 
Dinas Koperasi & 
UKM 
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D. PEMASARAN P ARIWISATA 

ARAHiimJ;lIJ;~~.~ .•Pt#l}¢~ i\ilafisis Pe,}~~*gPg$~•~etinti~~t1'.fi111tt~ai~11fke ~~s# Pqij~sial 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

1. 

2. 

3. 

Analisis, Penetapan dan 
Pengembangan Pasar potensial 
Wisman dan Wisnus 

Perintisan pemasaran terpadu 
antar industri dan antar 
kawasan 

Perintisan pengembangan citra 
kawasan pariwisata melalui 
mengangkat keunikan dan 
kekuatan produk yang dimiliki 
kawasan Kota Palangka Raya 

. ®>,Il'(~$I~itcig~ 
1.1. Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi 

produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif 
untuk target pasar khususnya di kawasan Kota Palangka Raya 

2.1. Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran antar 
kawasan dan stakeholder pariwisata (co-marketing, dsbnya) yaitu 
dengan Badan Promosi, dengan asosiasi industri pariwisata 
(ASIT A, PHRI, dll), dengan maskapai penerbangan (Garuda, 
Air Asia, Lion Air, dan maskapai lainnya). 

2.2. Pengembangan paket wisata minat khusus, budaya dan alam 
(bekerja sama dengan ASITA dan PHRI) 

3.2. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan 
budaya yang diselenggarakan di Provinsi Kalteng dan event 
budaya, pariwisata, dan kesenian lainnya). 

3.1. Pengembangan branding kawasan pariwisata kawasan Kota 
Palangka Raya, dan Penyusunan rencana tindak penjabaran 
branding dalam pengembangan produk dan program promosi 

v 
PEN~GGBNG 

JA.WAB . 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
PT Angkasa Pura 
Asosiasi Pariwisata 
Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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J?e,rrgemlliiiiga,n1~e$ti~asi ·PaJiwi&iit~ dm1 pin~mil<:a ~asar Ql<>t>~ · 
Aran keo11akan 01 atas auaoarkan aaiam strateg1 aan ma1kas1 orogram seoaga1 oenkUt: 

NO. 

1. 

2. 

Mengembangkan program 
pemasaran dan promosi untuk 
meningkatkan pertumbuhan 
segmen ceruk pasar (niche 
market) 

Mengembangkan promosi 
berbasis tema tertentu 

3. IAkselerasi pergerakan 
wisatawan nusantara 

1.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti 
birdwatching, trekking, rafting, lifestyle, health, dll berupa 
workshop dengan portal khusus di website. 

1.2. Pengembangan pasar sasaran (target market) yang tepat bagi produk 
wisata minat khusus berdasarkan pendekatan variable segmentasi 
demografis, geografis, dan psikografis. 

.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui 
community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana 
dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema . 

. 2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk 
mendatangkan wisatawan massal 

.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik 
3.1. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu 

meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang 
mata rantai industri pariwisata dan yang terkait. 

3.2. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas 
(community marketing), melalui: 
a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu. 
b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media 

promosi. 
3.3. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka 

meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: 
a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan 
b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri 

pariwisata dengan institusi pendidikan 

PllNJ\1:-T~T.JNG 
,AW:AB 

BB TN Sebangau 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 



NO. 

4. 

-~ 
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( ( 
17 

INDIKASI PR.OG~ ·.· 

3.4. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan 
wisata, melalui: 
a. Potongan harga terusan (circuit discount) 
b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (double benefit) 
c. Kartu keanggotaan (traveller/expatriate card) 
d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek wisata 

3.5. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu 

Intensifikasi pemasaran MICE 4.1. Pemasaran MICE kepada komunitas profesi seperti akuntan, 
yang diselenggarakan oleh dokter, arsitek, dll. 1---------------------------s e kt or lain. 4.2. Kerjasama pemasaran MICE dengan PHRI 

• J>ENAN(#i:tJNG 
JAWAB 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

1----1-----11-----1PHRI 

ASITA 



--
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At{Af{Iqs1:t1JA({AN, 3: ··· p~fuaciijp~·s~g~i1Pa~i;-Wi$,t,aw~Mas.s~l(M~ss'M~k~». µengaiffo~sT·· · · 

fIIBll l~~l~1iditllra~r' <> 

NO. 

1. 

2. 

3. 

Pengembangan segmen 
pasar Wisnus berbasis 
komunitas 

hobi, keilmuan, dll) misalnya touring danfamily gatherin. 
utama di Kota Palangka Rava. 

1.2. Fasilitasi Program kegiatan khusus untuk para hobbies: misalnya 
soonsorship kegiatan klub otomotif, atau klub hobbies lainnva. 

1.3. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas 
(community marketing), melalui: 
a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan 

kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi). 
b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media 

romosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi). 
Revitalisasi dan 2.1. Pengembangan produk-produk baru yang diminati Wisnus dan mampu 
diversifikasi produk-produk menarik minat wisatawan dalam volume besar: night bazaar, Sunday 
wisata bagi Wisnus market, antiquing, pasar barang antik, kuliner, pameran batik, pameran 

keraiinan1 terutama bagi segmen menengah - atas. 
2.2. Penyelenggaraan event-event di objek-objek wisata secara rutin 

seoerti konser musik~ atau dengan melibatkan sponsor tertentu. 
2.3. Pemasangan SIGN &POST untuk obyek-obyek tertentu dengan desain 

khusus (lebih eye catching, dan mudah dikenali) di hampir semua 
· alur-ialur utama. 

Pemberian insentifkhusus ,3 .1. Pemberian fasilitas Traveller Card dan One Entry Ticket bagi Wisnus 
wisata bagi Wisnus untuk dapat mengunjungi obyek-obyek wisata setempat. 

PENf\NGGIJNG 
iAWAFf . . 

t---+--+---1--- Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
1----+----1 Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
1----+----1 Pariwisata 

Dinas Perhubungan 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 



iii 

Akselerasi program­
program promosi Wisnus 
secara lebih terfokus 

5. I Pengembangan promosi 
berbasis tema tertentu 

{ \ 
19 

4.1. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (customer 
relationship) di segenap oelaku retail usaha pariwisata. 

4.2. Pengembangan joint promotion atau co-marketing dengan travel 
related industries setempat. 

4.3. Pengembangan dan penguatan market research. 

4.4. Pembuatan Desain website khusus untuk domestik yang berisikan 
obvek-ob_yek dengan segmen domestik. 

4.5. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, 
Twitter, YouTuhe) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala 
segmen dan beragam ienis orogram oromosi Wisnus. 

4.6. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka 
meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: 
a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan 

tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll). 
b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri 

ariwisata dengan institusi oendidikan. 
5.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui 

community marketing dan kampanye pemasaran secara terencana dan 
terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema. 

5.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan 
wisatawan massal melalui Direct Selling atau event-event di pusat 
perbelanjaan) - dalam bentuk direct selling - consumer show dan mall 
promotion di kota-kota besar (Jakarta, Solo, Surabaya, Bandung, Bali 
dan Batam). 

V 

---1--+---l 

. ·:'PENANOOUNG>-'. · •·-)i-&vA!ij .,(··. · · · 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Dinas Pendidikan 
Perguruan Tinggi 
Lembaga Pendidikan 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
ASITA 
Badan Promosi 
Pariwisata Daerah 



-: -

O:&o .. . s~Tlidt···· · 

6. I Peningkatan publikasi 
promosi pariwisata 

7. I Pengembangan segmen 
wisataMICE 
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' ~i;f(ASi~Ii()QMM 
5.3. Penggunaan icon atau figure public sebagai duta wisata untuk 

berkampanye mengenai "Love CANTIK", "Love Betang" atau brand 
ang sudah berialan "Explore Palangka Rava". 

6.1. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, 
melalui Kampanye Program Wisata Nusantara dengan tema setempat 
"local brand"}. 

6.2. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: 
penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai 
industri pariwisata dan vang terkait (Joint promotion~ co-marketin .... ,. 

6.3. Penyiapan pusat-pusat informasi wisata di mal-mal di berbagai kota 
dengan melibatkan para pelaku setempat dan pemerintah daerah ( e­
kios, mesin pinta~~u counter !I!f ormasi}. 

6.4. Penyelenggaraan marketing award untuk para pelaku industri 
ariwisata khususnva dalam rangka pengembangan seg_men wisnus. 

7.1. Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain. 

ARAH KEBIJAKAN 4: P~geml:>a,n,_gari d~llPetnantapan Citra KotaPalangka Raya sebagaiDestination ;f1r@4ing 

1. 1. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata 
kota Palangka Raya dengan memfokuskan upaya promosi pada 
asar domestik 

1.2. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata 
Kota Palangka Raya yang berfokus pada core tourism products: 
Nature and Culture 

·= ·.• , , .· r*~~ "e, 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 



-= -

s~mol 

2. I Pengembangan Program 
Perlindungan Hak-Hak 
Konsumen 
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INf>~si't~ig<.t~ 
1.3. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara 

pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan 
berkelaniutan 

1.4. Pengembangan social media sebagai media komunikasi utama 
dalam menvebarluaskan brand image daerah 

2.1. Penetapan Does & Don'ts di destinasi-destinasi wisata 

v:: 
PENANOOWG< ··. 

: i JAWAB;: 
Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Al\AfI I<EBIJ. Al{AN 5: Peningkatan J>eran Media KomunikasLPerriasarap ,d~,arn M~Jit~sarkan d~n M1empr,q111osiR~# \V~~ata 
Nu5antara · · · · · · · · ·· · · · · 

Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi 

1',fQ; 

1. 

2. 

STRATEGI 

Optimalisasi pemanfaatan 
media komunikasi pemasaran, 
baik media cetak maupun 
elektronik 

Pengembangan E-Marketing 

1.1. Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, 
maialah,_surat kab~r1 dll yang populer dibaca masvarakat Indonesia 

1.2. Intensifikasi promosi wisata nusantara melalui program acara 
televisi dan radio1 baik lokal mauoun nasional 

1.3. Intensifikasi promosi printing material: brosur, leaflet dengan tema 
tertentu (MICE1-Culture, Living_ Culture, Nature 

1.4. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada 
segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan 
memiliki keterkaitan pasar (Bali, Surabaya, Batam, Semarang Solo, 
dan Jakarta 

2.1. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata nusantara melalui 
website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi 
domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk 
segmen Wisnus 

V 

f----+----1------1--~ 

p,~~1<\ 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
~--Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

~ 



NO. 

3. 

4. 

5. 

~ -

StRA:.I$Gf 

Peningkatan kehadiran media 
(media presence) dan dalam 
rangka meningkatkan citra 
ositif oariwisata 

Public Relation dan 
Pengembangan Experience 
Marketing sebagai mekanisme 
mendatangkan kunjungan 
dalam jumlah besar 
Public Relation dalam 
Penanganan Image Recovery 
pasca bencana alam 

( ) ( I 
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2.2. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, 
Twitter, YouTube, dsb) sebagai media komunikasi pemasaran untuk 
segala segmen dan beragam ienis program promosi Wisnus 

2.3. Peningkatan kualitas websites pariwisata Kota Palangka Raya 
melalui peningkatan dan pengayaan fitur-fitur terkini e-book, e­
brochure 

2.4. Community Marketing dengan melibatkan komunitas hobbies 
(motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus 
(Gathering, Auto Contest, Konser Amal, dsb) 

3.1. Pengembangan P ALANGKA RAY A TOURISM CALL CENTER 
3.2. Pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi 

strategis (Find-It, £-Kiosk, TIC) 

4.1. Pembuatan Film Dokumenter dengan tema /latar belakang DTW 
Utama 

4.2. Partisioasi oada event-event travel mart 
4.3. Penyelenggaraan event dan festival budaya: Musik, kuliner, fashion, 

kontes fotografi1 oameran keraiinan dll 
5.1. Pembentukan SOP dan strategi dalam PR dalam penanganan image 

recovery 
5.2. Pembentukan skema kerjasama antar stakeholder dalam 

penanganan image recovery 

PENAN®UNG 
JAWAB 

Dinas Kebudayaan dan 
_____ ___,_ _ _, Pariwisata 

____ -4Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

~--1---1 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
_ _._ _ _..____, Pariwisata 

Badan 
Penanggulangan 

---1---1-----1 Bencana Daerah 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

~ 
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~ :~iW~:9:,· ... ·.·~¢ijg~n,1b~qgijij·Je,fi;l{tf.aari:fetii~sj!6Y~t1g·t~fp~gfr, ;S~tjergis; Berkesinarri~µrigan~@i,eilc~l~njiti~ ··· .. ·. 

2. 

Mengembangkan keterpaduan 1.1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan 
sinergis promosi antar pemangku u · an investasi. 
kepentingan (stakeholders) 1.2. Penguatan promosi berm1tra (co-marketin dengan pelaku usaha 
pariwisata daerah pariwisata 
Mengembangkan strategi 2.1. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan 
pemasaran berbasis pada mas arakat lokal seba ai tuan rumah sekali s enerima manfaat. 
pemasaran yang bertanggung 2.2. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah 
jawab, yang menekankan Jin kun an. a erless and rec clable material) 
tanggung jawab terhadap 2.3. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada 
masyarakat, sumber daya wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan 
lingkungan dan wisatawan (stakeholders), seperti pengembangan panduan does and don'ts, 

interpretation kit, dan film iklan resvonsible tourism behaviour 
2.4. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (reward) untuk 

upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha 
pariwisata 

PEN'~G&tJNtf, · . 
.. 1:AW.A!l 

Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP 
Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 
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~~a11~1: ·••. .·•• ····PµJwiii~11-:~~~iJ~11rio#iP~i.J?:~~gs,r~ WJ&~t~wa)l.;T)l~sai,.t~.· .. a:. 
-'-------- . . ,:.··. ~- - •. . _,. , . • • . , '·- .•.. ·-- ,,,_::c,•.-_ ." ·_ :--- ··-~ · ~ · ._,.: _ _ __ _____.__:_ · ·_· - . • - . • · --·- . .c... · ___ :_ _~_ - .-.- __________:___, _ _. .. •• -• • •• .. - -·- · •··- · ·· • • _ · _:_ , : _ · - · - · 

2. l Penyelenggaraan aneka 
program pendukung 
penerapan Cuti bersama 
oleh oemerintah ousat 

1.1. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan 
uoava peningkatan eksoor dan pengembangan investasi. 

1.2. Peningkatan kegiatan akhir pekan dalam rangka meningkatkan minat 
berwisata Wisnus di akhir pekan misalnya dengan kegiatan wisata 
malam, S_tJnday market, kul_i!).er, craft bazaar. 

2.1. Peningkatan kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata dan 
dunia usaha (misalnya dengan mengadakan Great Sale Promo, Bazaar, 
Event, dsb) terkait dengan program cuti bersama 

PENANOOUNG 
;.•);tjf~••··, 

Dinas Penanaman 
Modal &PTSP 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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B. INDUSTRIPARIWISATA 

J\RCt\H KEBiJAKAN ·· f: •.•··.J>e11inij~atajl Kt(alit~s <iari7~~tasam~rt l?-to,du~r?i"9~ijl¢}~ajift.~v.1Js*ta 
Arah kebiiakan di atas diiab 

I I I I >.i .. < •···•· /> > f<!'J;l.tf~~lJNG . . . . . . . :.:/'!i~1,I JJ; j IJtl ·A' l V <,. ' \ :;t~W.A11 
Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

··iNpn<ASr,1>(0<:,~·•···• .. TAf.tAPAN 

1. IPeningkatan Daya Saing U saha 1.1. Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Kota Palangka 
Pariwisata Raya 1----=------------------------

1. 2. Pening.katan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level 
nasional ke internasional 

1.3. Peningkatan kemampuan managerial dalam pengelolaan usaha 
pariwisata berdaya saing internasional 

1.4. Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan 

1.5. Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana 1\1JCE 
bertaraf internasional 

Dinas Kebudayaan dan 
f---+---+--+---1pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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AJi1Jf~B¥A.l<ANJ: J!?fig##t~J<¢riiitttµtnl1sa.ii~ P~wfs~t~ · 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan 

NO. I sTRAtEGr 

1. IPengembangan Pola-Pola 
Kerjasama Industri Lintas 
Sektor 

2. IPengembangan Pola-Pola 
Kerjasama Untuk Keadaan 
Darurat 

1.1. Peningkatan penyerapan local content dalam usaha 
akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 
30% bahan lokal 

1.2. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) 
dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus 
menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal) 

1.3. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh 
rantai industri pariwisata 

1.4. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam 
penyelenggaraan usaha pariwisata 

2.1. Pembuatan pilot project pemulihan pasca bencana berdasarkan 
tema-tema kawasan 

2.2. Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan 
kepariwisataan pasca krisis 

2.3. Pengembangan pola-pola rintisan dengan maskapai penerbangan 
dan PT. Angkasa Pura 

2.4. Pengembangan pola-pola kerjasama dengan fasilitas ak:omodasi 
di daerah bencana 

2.5. Penerapan early warning system di kawasan rawan bencana 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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C. KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN 

1. Org_anisasi Pariwisata 
AMf{~sn~w:i :• · · ·· Je,$,!rti~~;tt.si·•s!*if R~gsisfJ>fg~i$a$t!{~1>a,riwi~S:taari. 
Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi pro~ram sebagai berikut: 

1. . IMereposisi Urusan Pariwisata j 1.1. Peningkatan anggaran untuk pengembangan pariwisata 
di lingkungan Pemerintah 
Daerah 

'AJWI KEBIJAK.-\N~ 2:.·. ()pti111alisasi .~9?14ina~i ¾itarI>i.nas denganI<:ab1.1paten se-
.· ... •J<~lim~htan.'.J?¢11gah .< · · · 

- ---- -

Arah kebiiakan di atas di 

NO: 

1. 

STRATEG:l 

Merencanakan partisipatif 
koordinasi lintas sektor 

,J?ROORAM 

1.1. Revitalisasi ataupun pembentukan unit kerja yang berfungsi 
mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor 

(merujuk pada Inpres 16 tahun 1.2. Mengintensitkan komunikasi antar sektor. 
2005 tentang Arah kebijakan 1.3. Monitoring dan evaluasi performance unit kerja koordinasi 
Pembangunan Kebudayaan dan lintas sektor. 
Pariwisata) 

~__,.;,,.,.,~+'""-~'------1"'--'--"--I 
·i>~Nt\N:~p:NG· .. ·. 

.· ... ·.•· JA:W~ 
Kementerian 
Pariwisata 
Bappeda 
Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

PENAN~UNG 
JAWAJ3 

Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata 
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~~J)~J: - •··· ::9p!i~~!ts~$ft<.eW1t.ri~6:p~~~;f¥iWis~ta AhtaraJ>e#i¢tlntif .·· · 
\ptovmsi,Sw~$t~dEll1M:~syar~l<at . . .. 

Arah 

I I I I TAHAPAN I PENANOOUNG 
1 j n lrnlrvJ v 12\WAB 

· · · Dinas Kebudayaan dan 

NO. 

1. Memperkuat sinkronisasi antara 1.1. Perencanaan partisipatifusaha pariwisata melalui skema 
pemerintah, swasta, dan masyarakat kemitraan 1---------------------------

1. 2. Pembentukan forum-forum koordinasi usaha pariwisata 

2. IMemperbaiki pelayanan pemerintah 2.1. Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan 
kepada swasta dan masyarakat 2.2. Deregulasi dan de-birokratisasi peraturan-peraturan terkait 

dengan kepariwisataan 

2.3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. 

2. SDM Pariwisata 
.ARAfI KEBI1Ak:AN:1:;1

: :·q ~tiwalisasi dan) \ks'~lerasi . Kotrip.eti#~i SPME¢pi¢riri~ah 
--- --- · . . - -- - . . · · · - - - -- -- - .. . -- ---

Arah kebiiakan di atas diiabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut: 

NO: . sTRATEGI 
1. IOptimalisasi kapasitas 

SDM di provinsi dan 
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(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan cara: 

a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; 

b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang 
Kepariwisataan yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran 

Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan sumber daya 

manusia Kepariwisataan. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka 

-'-<'' Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 22 Juni 2017 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 22:nJUni 201tJ• 

LIKOTA PALANGKA A, 

~~ 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

N DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 11 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! 

KALIMANTAN TENG.All1J NOMOR: 11, 41/2017 

11111111 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
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Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 22 Juni 2017 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 22 Juni 2017 

W IKOTA PALANGKA RAY , 

\::::? 

H. M. RIBAN SATIA 

Pit. SEK ETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHON 2017 NOMOR 11 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINS! 
KALIMANTAN TENGAN-NOMOR: 11, 41/2017 
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